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Abstrak

Buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintahan desa menjadi permasalahan umum yang sering
terjadi di berbagai daerah. Salah satu desa yang mengalami masalah-masalah tersebut adalah Desa Sumbergede
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskipsikan kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat website. Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa
Sumbergede dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan
kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dimana
dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai kerangka arsitektur analisis kesiapan yaitu: pembuatan situs, penyiapan
SDM, penyiapan sarana dan akses dan sosialisasi. Pembuatan situs, untuk pembuatan situs hal yang harus disiapkan
adalah domain dan hosting, dan Desa Sumbergede belum mampu untuk menyiapkan domain dan hosting. Penyiapan
SDM, untuk penyiapan SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede belum memiliki kompetensi yang cukup
untuk mengelola website desa. Penyiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede memiliki sarana dan akses yang
memadai seperti perangkat teknologi, dokumen-dokumen desa serta informasi-informasi desa, namun Desa
Sumbergede masih belum membuat Perdes mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai
dasar untuk menjalankan pengelolaan website desa. Sosialisasi, Desa Sumbergede sangat siap untuk melakukan
sosialisasi baik internal (aparatur desa) maupun eksternal (masyarakat). Saran yang diberikan adalah Pemerintah
Desa Sumbergede harus segera mempelajari program website desa untuk menyiapkan domain dan hosting, Pemdes
Sumbergede harus mengirim aparatur desa untuk melakukan pelatihan, Pemdes Sumbergede harus mempelajari dan
membuat perdes untuk mempermudah pelaksanaan program website desa.

Kata Kunci: Analisis, E-government, Website Desa.

Abstrack

The poor management of information conducted by the villages government becomes a common problem that often
occurs in various regions. Poor information management can cause problems such as reduced government of village
accountability and loss of public trush. One of the villages experiencing these problems is Sumbergede Village,
Kepohbaru Sub-district, Bojonegoro District. To overcome these problems the Government of Bojonegoro District
issued Perbub No. 10 Tahun 2017 about Village Information Governance. The purpose of this study is to describe
how the readiness of Sumbergede Village government to implemented Perbub No.10 Tahun 2017 about village
information governance through the website. This research is descriptive research by using qualitative approach.
Subjects in this study are the Aparatus of Sumbergede Village and the Departmrnt of Communications and
Information of the Bojonegoro regency. Techniques of collecting data in this reseach is observation, interview and
documentation. Data analysis techniques in this research is data collection, data reduction, data processing and
conclude. The results of this study be analyzed using Inpres No. 3 Tahun 2003 where in the Inpres explained about
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the architecture of preparedness analysis, that is: site creation, preparation of human resource, preparation of
facilities and access, and socialization. Site creation, for site creation things to be prepared is domain and hosting,
and Sumbergede Village has not been able to set up domain and hosting. The preparation of human resources,
capability of Sumbergede Village aparatus are not enought to manage village website. Preparing facilities and
access, Sumbergede Village has adequate facilities and access such as technology equipment, village documents and
village information, but Sumbergede Village still has not made Perdes about directive management of villages
information and documents as the basis for implemented village website management. Socialization, Sumbergede
Village is ready to socialize both internal (government of village officials) and external (society).

Key note: analized, e-government, villages website.

Pendahuluan

Kemudahan dalam mendapat atau membagikan
informasi pada era seperti saat ini dapat dimanfaatkan
dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien. Berikut ini adalah
contoh pemanfaatan media informasi yaitu sebagai
alat sosialisasi bagi pemerintah serta sebagai media
transparansi  pemerintah. Pemanfaatan teknologi
untuk tata kelola pemerintahan biasa disebut dengan
e-gov. E-gov adalah singkatan dari electronic
goverment (pemerintahan yang berbasis elektronik)
yang berarti penggunaan teknologi informasi
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah
(Perbub Nomor 10 Tahun 2017) .

Salah satu pemerintah daerah yang saat ini
cukup intens membangun sistem teknologi informasi
dalam menjalankan tata kelola pemerintahanya
adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki
website (http://bojonegorokab.go.id/) yang memiliki
banyak konten didalamnya dan beberapa program e-
government lainya seperti E-cas, e-info, e-matoh dan
simtapat (sistem informasi tanam dan panen tepat).
Pada tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten
Bojonegoro telah memperluas pemanfaatan teknologi
informasi  untuk  kepentingan umum  dengan
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa. Dalam
peraturan tersebut dijelaskan mengenai website desa
sebagai salah satu media iformasi desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2017, website desa
merupakan salah satu medi informasi desa sebagai
sarana untuk menyampaikan informasi
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangungan, pembinaan  masyarakat  dan
pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Media
website desa sendiri akan memuat berbagai informasi
publik, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
anggaran pendapatan dan belanja
desa, dan program/kegiatan
pemerintah desa;

2.  Kegiatan dan kinerja pemerintah
desa;

3. Laporan keuangan pemerintah desa;

4.  Potensi desa;

5.  Pembangunan, kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat; dan

6. Informasi lainya yang diatur sesuai
ketentuan perundang-undangan.
(Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2017)

Program tata kelola informasi desa ini akan

mendorong pemerintahan desa yang lebih efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel.

Melihat dari segi manfaat yang begitu
besar dan masyarakat yang semakin melek teknologi,
program tata kelola informasi desa sangat cocok
diterapkan di Bojonegoro. Hal ini Mengingat
pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro selama
ini kurang transparan dalam mengelola
penyelenggaraan pemerintahan desa. Fakta ini
didukung oleh riset yang telah dilakukan Joko Hardi
Purnomo dari IDFoS (Institute Development of
Society) Indonesia. Riset ini dilakukan di 42 desa di
Bojonegoro dengan tujuan untuk mengetahui sejauh
mana keterbukaan pemerintahan desa di Bojonegoro.
Purnomo mengatakan “hasil kesimpulan umum atau
hasil pengukuran rata-rata di desa sampel yaitu 46,00
artinya desa kurang terbuka”. Berikut adalah hasil
dari riset yang telah dilakukan di 42 desa di
Bojonegoro dalam kurun waktu dua tahun, 28 desa
pada tahun 2016 dan 13 desa pada tahun 2017.

Tabel 1.1 Hasil Riset Transparansi Desa di
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

Kategori Nilai Jumlah Desa

Terbuka 77 1
Menuju Terbuka | 51-75 14
Kurang Terbuka | 26-50 26

Tertutup 0-25 1

Sumber : https://www.idfos.or.id/keterbukaan-belum-
sampai-ke-desa/

Bedasar hasil riset, dari 3 aspek utama (transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi) yang paling rendah
adalah aspek transparansi.

Salah satu desa yang belum mengelola tata
kelola informasi desa dengan baik adalah Desa
Sumbergede. Hal ini bisa dilihat dari beberapa
laporan masyarakat Desa Sumbergede yang masuk
dalam situs  wwwe.lapor.go.id  (situs  Pemkab
Bojonegoro yang menampung keluhan masyarakat)
tentang penyalahgunaan penggunaan APBDes.
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Pemerintah Desa Sumbergede harus memperbaiki
tata kelola informasi desanya. Seperti yang sudah
dijelaskan  sebelumnya, Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro sudah memberikan fasilitas media tata
kelola informasi desa berupa website yang termuat
dalam Perbub Nomor 10 Tahun 2017. Pemerintah
Desa Sumbergede harus memperbaiki tata kelola
informasi desa dengan mengimplementasikan Perbub
tersebut. Akan tetapi yang menjadi permasalahan
adalah apakah Desa Sumbergede siap menjalankan
peraturan tersebut.

Desa Sumbergede sendiri berada di
Kecamatan Kepohbaru. Kecamatan Kepohbaru
merupakan kecamatan yang paling buruk dalam
implementasi program website desa. Hal ini
dikarenakan dari 28 kecamatan di Kabupaten
Bojonegoro, Kecamatan Kepohbaru  adalah
kecamatan dengan jumlah desa yang masih belum
memiliki domain desa paling banyak. Hal ini bisa
dilihat di data evaluasi domain web desa se
Kabupaten Bojonegoro, dimana dalam dokumen
tersebut dijelaskan bahwa dari 25 desa di Kecamatan
Kepohbaru terdapat 24 desa yang belum memiliki
domain. Dari 24 desa tersebut Desa Sumbergede
merupakan salah satu yang belum memiliki nama
domain. Desa Sumbergede juga belum mengajukan
surat permohonan, surat kuasa, dan SK Bupati untuk
mengajukan pengaktifan nama domain. Kurangnya
pengetahuan aparatur pemerintah Desa Sumbergede
mengenai program website desa menjadi penyebab
masalah-masalh tersebut. Bahkan sampai saat ini
belum ada progres yang jelas mengenai pembuatan
website di Desa Sumbergede.

Kesiapan pemerintah desa merupakan
salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan tata
kelola informasi desa. Untuk mengetahui program
tata kelola informasi desa dapat dijalankan atau tidak
di Desa Sumbergede kita harus tahu bagaimana
kesiapan Desa Sumbergede. Dengan mengetahui
kesiapan Desa Sumbergede kita bisa mengetahui
program tata kelola informasi desa melalui website
dapat dijalankan atau tidak. Berdasarkan penjelasan
tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Analisis
kesiapan Desa Sumbergede Dalam Menjalankan
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Tata Kelola Informasi Desa Melalui Website.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah
dijelaskan rumusan yang diambil adalah bagaimana
gambaran kesiapan pemerintah desa Sumbergede
dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat
website ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskipsikan bagaimana kesiapan pemerintah
Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola
informasi desa lewat website.

Manfaat Penelitian
1. Manfat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu administrasi  publik,
khususnya bidang Pelayanan Publik.

2.  Manfaat praktis

a.  Bagi Universitas Negeri Surabaya
Diharapkan dapat menjadi salah satu
acuan dan sumber informasi yang dapat
memberikan tambahan referensi bagi
peneliti lain yang meniliti tentang
pengembangan e-government.

b. Bagi Pemerintahan Desa Sumbergede
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
menjadi masukan bagi pihak
Pemerintahan Desa Sumbergede serta
bahan pertimbangan atau evaluasi
Diskominfo (dinas komunikasi dan
informasi) Kabupaten Bojonegoro.

c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan bermanfaat
untuk menambah wawasan, pengalaman,
dan keterampilan dalam melakukan
penelitian tentang pengembangan e-
government.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan
daring orang-orang dan perilaku yang diamati. Data
data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai
keadaan atau fenomena yang terjadi. Sedangkan
fokus dalam penelitian ini menggmenggunakan teori
yang terdapat dalam Intruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-government,
dimana dalam inpres tersebut dijelaskan mengenai
pengembangan  e-governmentya  pada  tahap
persiapan. Pada tahap persiapan pengembangan e-
government terdapat 4 indikator sebagai acuan yaitu:
pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana
dan akses serta sosialisasi. Subjek penelitian dalam
penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berkaitan
dengan program website desa yaitu aparatur
pemerintah Desa Sumbergede dan Diskominfo
Pemkab Bojonegoro. Sumber data penelitian ini
diperoleh dari sumber sata sebagai berikut data
primer dan data sekunder. Data primer dalam
penelitian ini diperolen melalui wawancara dengan
sumber daya aparatur desa dan Pihak Diskominfo
Pemkab Bojoneg. Data sekunder dapat diperoleh
melalui beberapa kajian kepustakaan yang relevan
dengan penelitian ini, laporan-laporan atau dokumen-
dokumen, arsip-arsip yang dimiliki desa, laporan
historis, dan struktur organisasi serta foto-foto
dokumentasi penelitian. Sedangkan pengumpulan
data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti
menggunakan teori teknik analisis menurut Miles dan
Huberman (dalam sugiyono, 2010:247) vyaitu:



pengumpulan data, reduksi data, penyajian sata dan
penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesiapan
Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Tata Kelola Informasi Desa Melalui Website
Desa di Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro, peneliti melakukan analisis
untuk melihat gambaran Kesiapan Pemerintah Desa
Sumbergede dalam mengimplementasikan Perbub
tersebut menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-government.
Dimana dalan Inpres tersebut terdapat indikator-
indikator pengembangan e-government pada tahap
persiapan. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Pembuatan situs

Untuk membuat sebuah website desa ada
beberapa hal yang harus disiapkan. Pemerintahan
desa harus menyiapkan domain dan hosting. Domain
adalah alamat internet, berupa kode atau susunan
karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet. Sedangkan hosting adalah
merupakan media untuk menyimpan data dalam
bentuk tulisan, gambar atau video dimana nantinya
akan dikemas dalam suatu bentuk yang disebut
website. Apabila domain dan hosting telah siap maka
website bisa dibuat.

Penggunaan domain desa telah diatur dalam
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Domain Instansi Penyelenggara Negara. Dalam
peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya untuk
penamaan alamat domain harus menggunakan
desa.id. Domain atau alamat internet sudah
disediakan oleh Kementrian Komunikasi dan
Informatika melalui program sejuta domain gratis.
Untuk mendapatkan domain ada prosedur yang harus
dilakukan pemerintahan desa. Prosedur yang harus
dilakukan kepala desa mengajukan permohohan
kepada diskominfo dengan melampirkan:

a. Fotocopy keputusan Bupati tentang
pengangkatan kepala desa.
b. Surat kuasa dari pemohon untuk melakukan
pendaftaran dan pengelolaan domain.
c. Surat permohonan  kepada  kementrian
komunikasi dan informatika.
Setelah itu pihak Diskominfolah yang akan
melakukan pendaftaran ke Kementrian Komunikasi
dan Informatika. Hal ini dilakukan karena tidak
sembarang orang bisa mendaftarkan domain ke
Kementrian Komunikasi dan Informatika, orang yang
mendaftar haruslah pegawai yang memiliki e-mail
PNS. Desa Sumbergede tidak ada masalah dengan
persyaratan  karena Desa  Sumbergede  bisa
menyiapkan sewaktu-waktu. Akan tetapi Desa
Sumbergede  belum bisa untuk mengajukan
permohonan pendaftaran domain. Hal ini dikarenakan
Pemerintah Desa Sumbergede harus mengetahui
secara detail program website desa terlebih dahulu.

Ke-dua yang harus disiapkan adalah hosting.
Pemerintah Pusat (Kementrian Komunikasi dan
Informatika) maupun Pemeintah Daerah
(Diskominfo) tidak atau belum sanggup menyediakan
hosting untuk penyelenggaraan website desa.
Sehingga pemerintah desa diharuskan untuk
menyewa pada pihak ketiga secara mandiri. Biaya
untuk penyewaan hosting sekitar Rp 1.200.000,- per
satu tahun itu sudah termasuk desain website dan
maintenence. Jadi pemerintahan desa hanya perlu
untuk mengelola konten yang akan dimasukkan
dalam website desa. Untuk penyewaan hosting
sendiri Desa Sumbergede belum bisa untuk
menganggarkan  dikarenakan  terkendala  oleh
prosedur penganggaran APBDes untuk besaran
anggaran sendiri tidak ada masalah. APBDes Desa
Sumbergede tahun 2018 sudah di sahkan, jadi untuk
penganggaran program website desa menunggu tahun
anggaran selanjutnya atau bisa dimasukkan dalam
perubahan penganganggaran. Penyusunan perubahan
APBDes hanya bisa dilakukan sekali dalam satu
tahun anggaran dan dengan prosedur yang agak
rumit. Kepala Desa Sumbergede mengatkan
perubahan APBDes biasanya dilakukan pada bulan
oktober.

Jadi  untuk pembuatan situs, Desa
Sumbergede masih terkendala pada prosedur
penganggaran untuk penyewaan hosting. Desa
Sumbergede juga belum mengerti secara rinci
mengenai program website desa. Untuk besaran
anggaran penyewaan hotspot dan kesiapan berkas
terkait pengaktifan domain tidak menjadi masalah.

2. Penyiapan SDM

Untuk SDM website desa sendiri akan
dikelola oleh TPID vyaitu tim pengelola informasi
desa. Untuk melaksanakan program website desa
Pemerintahan Desa harus membentuk sebuah tim
yang dipimpin oleh sekretaris desa tentunya dan
anggotanya bisa dari aparatur desa bisa dari
masyarakat. Kenapa harus dipimpin oleh sekretaris
desa karena sekretaris desa pasti mengetahui seluruh
dokumen-dokumen  desa.  Sedangkan  untuk
anggotanya bisa dari aparatur desa, dari lembaga-
lembaga desa (PKK, BPD, BUMDES dan karang
taruna) dan kelompok masyarlakat jika ada.
Kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk menjadi
anggota TPID yang pasti memahami dasar-dasar
komputer. Sedangkan untuk pengelolaan website
kompetensi yang harus dimiliki adalah:

a. Pengoperasionalan website (log in, membuat
postingan, mengedit postingan, membuat
hallaman baru, menyisipkan gambar pada
postingan, membuat link, mengganti pasword,
dan mengelola komentar).

b. Dasar-dasar jurnalistik.

c.  Dasar-dasar fotografi.

Selain  mengerti pengoperasian  website
anggota TPID juga diharuskan ntuk mengerti dasar-
dasar jurnaistik dan fotografi. Hal ini dikarenakan
konten yang ada dalam website desa sendiri dibagi



menjadi dua dokumen desa dan informasi desa.
Untuk dokumen desa (struktur organisasi, APBDes,
APBDes pertanggungjawaban, data demografi, dan
lain-lain) sudah tersedia di desa, sedangkan untuk
informasi desa (informasi pembangunan desa,
informasi potensi desa, dan berita mengenai desa)
TPID harus membuatnya sendiri. Jadi untuk
membuat informasi desa TPID harus menguasai
dasar-dasar jurnalistik (5W+1H). Dan untuk setiap
post (unggahan) informasi harus disertai dengan
gambar untuk memperjelas informasi. Maka dari itu
anggota TPID juga harus mengerti dasar fotografi.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM
supaya memenuhi standart untuk pengelolaan website
desa Diskominfo mengadakan pelatihan dan
pendampingan secara terus-menerus. Pelatihan
pengembangan website desa yang dilakukan
Diskominfo melibatkan pihak-pihak yang telah
exspert terkait pengelolaan website desa. Pihak-pihak
terkait seperti: RTIK (Relawan Teknologi Informasi
Komunikasi), FKKB (Forum Komunitas Kelompok
informasi masyarakat Bojonegoro) dan jurnalis.

Untuk SDM aparatur Pemerintahan Desa
Sumbergede sendiri semuanya bisa mengoprasikan
komputer. Karena tugas mereka sehari-hari
menggunakan perangkat komputer sebagai penunjang
pekerjaan. Namun untuk pengelolaan website desa
Kepala Desa Sumbergede merekomendasikan kaur
perencanaan sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan
kaur perencanaan sudah memegang sertifikat IT
(information teknology). Selain itu kaur perencanaan
juga paling muda diantara perangkat yang lain, jadi
menurut kepala desa kaur perencanaan memiliki
kompetensi yang lebih dari aparatur desa lainya
dibidang teknologi. Dari kaur perencanaan sendiri
menyatakan telah mendapat pelatihan mengenai
dasar-dasar ~ komputer.  Akan  tetapi  untuk
pengoprasian website dan jurnalisme belia kurang
begitu paham, karena belum pernah mendapat
pelatihan untuk itu. Apabila ada perintah dari Kepala
Desa untuk ikut dalam pelatihan beliau menyatakan
komitmenya untuk siap melaksanakan.

Jadi untuk SDM, aparatur Pemerintah Desa
Sumbergede memiliki kemampuan cukup untuk
membentuk TPID. Karena seluruh aparatur desa
mampu untuk mengoprasikan komputer. Akan tetapi
untuk bisa mengelola website desa aparatur Desa
Sumbergede membutuhkan pelatihan dan
pendampingan dari Dinas Kominikasi dan Informasi.

3. Penyiapan sarana akses yang mudah

Penyiapan sarana akses yang mudah
merupakan  penyiapan infrastuktur  maupun
suprastruktur untuk pelaksanaan program website
desa. Dalam Keputusan Mentri Komunikasi dan
Informasi  Nomor 5/KEP/M.KOMINFO/12/2001
Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan E-Govenrment Lembaga,
Suprastruktur dan infrastuktur yang melandasi
pengembangan e-government ada 4 yaitu:

a.  Suprastruktur e-government yang memuat
peraturan di tingkat lembaga terkait
pengembangan e-government.

b. Infrastruktur jaringan yang memuat protokol
komunikasi, topologi, teknologi, dan
keamanan.

c. Infrastruktur informasi yang memuat antara
lain struktur data , format data, metode
berbagi data, dan sistem pengamanan.

d. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara
lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar
muka dan aplikasi back-office.

Ada beberapa regulasi yang menjadi dasar
hukum untuk program website desa. Beberapa produk
hukum tersebut meliputi Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah. Beberapa produk hukum
tersebut adalah:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

¢.  Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Registrar Penyelenggaraan Domain negara.

Sedangkan produk hukum yang mengatur legalitas

program website desa di Kabupaten Bojonegoro

adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017

Tentang Tata kelola Informasi Desa. Segala peraturan

yang mendasari program website desa harus

dipelajari dengan detail oleh pemerintahan desa.

Kemudian pemerintahan desa harus menindaklanjuti

dengan mengeluarkan Perdes yang memuat tentang

pengelolaan informasi dan dokumentasi desa.

Dimana dalam Perdes tersebut dijelaskan mengenai

pedoman dan pengelolaan informasi dan dokumentasi

desa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah jalanya
pengelolaaan dan penganggaran untuk website desa.

Untuk Perdes Desa Sumbergede sendiri belum

membuat Perdes untuk pengelolaan website desa.

Jadi Pemerintah Desa Sumbergede diharuskan untuk

membuat Perdes terlebih dahulu. Pemerintah Desa

Sumbergede bisa mengambil contoh dari desa lain

yang telah memiliki Perdes mengenai pengelolaan

informasi dan dokumen desa sebagai acuan dalam
pembuatan Perdes.

Selanjutnya, infratruktur  yang  harus
disiapkan adalah data atau informasi. Data atau
informasi yang harus ada di dalam website desa
adalah dokumen desa dan informasi desa. Dokumen
desa meliputi struktur organisasi, data monografi,
APBDes, APBDes pertanggungjawaban, visi, misi
dan lain lain. Sedangkan untuk informasi desa
meliputi  informasi  pembangunan,  informasi
mengenai potensi desa dan berita mengenai kejadian-
kejadian yang terjadi di desa. Untuk dokumen desa,
Desa Sumbergede memiliki dokumen desa yang
lengkap. Sedangkan untuk informasi  Desa
Sumbergede memiliki informasi mengenai potensi
desa dan informasi mengenai pembangunan desa
yang bisa diinformasikan ke publik, karena saat ini
Pemerintahan Desa Sumbergede sedang gencar-
gencarnya melaksanakan pembangunan.



Untuk bisa menjalankan program website
desa pemerintahan desa membutuhkan sarana berupa
perangkat komputer dan jaringan. Berikut ini adalah
perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang
dimiliki oleh Desa Sumbergede:

a. 2 (dua) perangkat komputer

b. 5 (lima) laptop, 2 (dua) diantaranya mengalami
kerusakan

c. Perangkat wifi dengan kecepatan rata-rata
1,5Mbps.

Dengan perangkat-perangkat teknologi informasi dan

komunikasi yang dimiliki Pemerintahan Desa

Sumbergede, Desa Sumbergede sudah mampu untuk

melaksanakan program website desa.

Untuk infrastruktur yang lain seperti
domain dan hosting, sudah dijelaskan
sebelumnya. Bahwasanya domain sudah
disediakan oleh Kementrian Komunikasi dan
Informatika, desa harus mendaftar ke kominfo
untuk mendapatkan. Sedangkan untuk hosting
pemerintahan desa harus bekerjasama dengan
pihak ketiga (menyewa pada penyedia
hosting).

Desa Sumbergede telah memiliki data
informasi  berupa dokumen desa. Desa
Sumbergede juga telah memiliki sarana
perperangkatan teknologi informasi dan
komunikasi yang memadai. Sarana dan akses
yang harus disiapkan Desa Sumbergede adalah
Perdes yang mengatur tentang pengelolaan
website desa serta domain dan hosting untuk
pembuatan website desa itu sendiri.

4.  Sosialisasi

Untuk sosialilasi sendiri Pemerintah Desa
Sumbergede (Kepala Desa) akan melakukan
sosialisasi internal untuk persiapan program website
desa. Karena pemegang kendali adalah pemerintahan
desa, maka aparatur desa harus mengerti secara rinci
terlebih dahulu mengenai program website desa.
Setelah aparatur desa mengerti dan siap untuk
melaksanakan program website desa, sosialisasi akan
dilakukan ke lembaga-lembaga desa seperti: PKK,
BPD, BUMDe, karang taruna dan lain-lain.
Sosialisasi  kepada lembaga-lembaga desa akan
mudah dilakukan karena mereka mempunyai jadwal
untuk mengadakan perkumpulan. Setelah sosialisasi
ke lembaga-lembaga  desa  baru  disebar
(disosialisasikan) ke masyarakat. Untuk sosialisasi ke
masyarakat sendiri bisa dengan menggunakan media
luar ruang seperti baner.

Sedangkan dari pihak Diskominfo sosialisasi
telah dilakukan sejak tahun 2017. Dalam
sosialisasinya pihak Diskominfo juga melakukan
workshop (pelatihan). Sosialisasi sekaligus workshop
ini dilakukan secara bertahap di setiap kecamatan di
Kabupaten Bojonegoro. Untuk memaksimalkan
pelatihan pihak Diskominfo membatasi peserta
sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan ini
ditargetkan selesai pada tahun 2023.

PENUTUP
Simpulan
Penelitian ini berfokus pada gambaran kesiapan
Pemerintah Desa Sumbergede dalam

mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Tatakelola informasi Desa
melalui website. Berdasarkan hasil penelitian dan
hasil analisis yang telah dilakukan, secara keseuruhan
bahwa kesiapan Pemerintah Desa sumbergede dalam
mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa
melalui website belum cukup baik.

Ditinjau dari aspek pembuatan situs, Desa
Sumbergede belum cukup siap. Kurangnya
pemahaman Pemerintah Desa Sumbergede mengenai
program website desa membuat Pemerintah Desa
Sumbergede belum cukup siap untuk melakukan
langkah awal dari pembuatan website desa yaitu
pendaftaran nama domain. Selain itu untuk tahap
seanjutnya, Vyaitu penyewaan hosting Pemerintah
Desa Sumbergede juga terkendala dengan
penganggaran pembiayaan website desa.
Penganggaran pembiayaan program website desa
harus mealui revisi anggaran atau menunggu sampai
tahun anggaran berikutnya. Hal ini membuat
Pemerintah Desa sumbergede belum bisa membuat
website desa.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia,
Aparatur Pemerintah Desa Sumbergede belum
memahami  pengoperasian  website, dasar-dasar
jurnalistik dan dasar-dasar fotografi untuk bisa
mengelola website desa. Akan tetapi Aparatur
Pemerintah Desa  Sumbergede menyatakan
kesiapanya untuk melakukan pelatihan.

Ditinjau dari persiapan sarana dan akses,
Desa Sumbergede telah memiliki sarana dan akses
yang cukup baik meskipun ada beberapa hal yang
belum tersedia. Untuk sarana berupa perangkat
teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Desa
Sumbergede memiliki 2 (dua) perangkat komputer, 5
(lima) laptop yang 2 (dua) diantaranya rusak dan
perangkat wifi. Adanya perangkat TIK tersebut sudah
cukup untuk mengelola website desa. Selanjutnya hal
lain yang harus disiapkan adalah dokumen desa dan
informasi mengenai desa untuk mengisi konten-
konten dalam website desa. Pemerintah Desa
Sumbergede sendiri memiliki dokumen desa yang
lengkap, Untuk informasi Pemerintah Desa
Sumbergede memiliki berbagai potensi yang bisa
diinformasikan ke publik terutama potensi
pembangunan. Namun untuk penyiapan sarana dan
akses Pemerintah Desa Sumbergede terkendala oleh
pembuatan perdes. Meskipun program website desa
telah dinaungi oleh Perbub Nomor 10 Tahun 2017,
pemerintah desa harus membuat perdes yang berisi
teknis pengelolaan website desa sebagai tindak lanjut
dari perbub tersebut. Perdes yang harus dibuat
pemerintahan desa dimaksudkan untuk
mempermudah  penganggaran dan pengelolaan
website desa. Pemerintah Desa Sumbergede sendiri



belum bisa membuat perdes tentang pengelolaan

website desa dikarenakan pemahaman yang kurang

mengenai program website desa itu sendiri.
Ditinjau dari aspek sosialisasi, Pemerintah

Desa Sumbergede tidak memiliki masalah dalam

mensosialisasikan program website desa untuk

kedepanya. Artinya Pemerintah Desa Sumbergede
telah siap untuk melakukan sosialisasi baik secara
internal (pegawai atau aparatur Pemerintah Desa

Sumbergede) atau sosialisasi eksternal kepada

lembaga-lembaga desa maupun masyarakat secara

umum, dengan memaparkan program secara langsung

(tatap muka) atau dengan media baner.

Saran

Berikut ini disarankan beberapa hal terkait

pengimplementasian program website desa di Desa

Sumbergede:

1. Pemerintah Desa Sumbergede sebaiknya segera
mempelajari secara mendetail program website
desa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, Permenkominfo
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar
Penyelenggaraan Domain Negara dan Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2017.

2. Pemerintah desa diharuskan membuat perdes
untuk  mempermudah  penganggaran  dan
pengelolaan program website desa. Jadi Desa
Sumbergede harus mempelajari perdes tentang
pengelolaan website desa dan segera menyusun
perdes tersebut.

3. Kepala Desa Sumbergede seharusnya mengirim
aparatur Desa Sumbergede yang telah ditunjuk
sebagai Tim Pengelola Informasi Desa untuk
melakukan pelatihan.

4. Terkait dengan penyewaan hosting Yyang
terkendala dengan administrasi APBDes. Desa
Sumbergede bisa meminjam hosting terlebih
dahulu dari penyedia hosting, dan pembayaran
bisa dilakukan setelah penganggaran APBDes
ditahun selanjutnya.

5. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan
kurangnya pengetahuan mengenai program
website desa dari aparatur desa, peneliti
merekomendasikan  Dinas Komunikasi dan
Informasi Pemkab Bojonegoro untuk melakukan
sosialisasi menyeluruh kepada seluruh desa di
Kabupaten Bojonegoro terlebih dahulu mengenai
gambaran program website desa.
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